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ABSTRAK 
 
 Micky Idil Pratama (B111 11 054) Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di 
Kabupaten Toraja Utara), dibimbing oleh Slamet Sampurno, sebagai 
pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar, sebagai pembimbing II.  
 
 Adapun tujuan penelitian (1) untuk mengetahui peranan korban 
terhadap tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah di 
Kabupaten Toraja Utara. (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh 
korban untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah di Kabupaten Toraja Utara. (3) Untuk mengetahui upaya 
pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam 
menangani kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di 
Kabupaten Toraja Utara. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara. Penulis 
memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan 
narasumber  serta  mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu 
literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah tersebut.  
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)  Peranan korban atas 
terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah adalah 
karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya 
pendidikan, tidak memiliki pekerjaan. (2) Upaya-upaya yang harus 
dilakukan oleh korban dalam mencegah kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah seperti mengabaikan sms atau telepon yang 
meminta mentransfer dana kerekening atas nama pribadi, memeriksa 
keaslian kupon atau surat, melapor dan menanyakan kepada kepolisian 
setempat mengenai undian berhadiah yang didapat. (3) Upaya 
pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam 
menangani kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. Yang 
pertama upaya preventif yaitu mengadakan kegiatan penyuluhan dan 
himbauan melalui semua media mengenai undian berhadiah. Yang kedua 
upaya represif yaitu berupa penegakan hukum bagi pelaku. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan negara hukum seperti yang ditegaskan 
undang-undang dasar 1945, salah satu ciri utama dari negara yang 
berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peratutan-
peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep 
negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku 
masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian, agar 
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila Undang-
Undang 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan 
bebas dari segala bentuk kejahatan. 
 Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang 
berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan 
bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan 
keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi 
tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 
secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 
hukum, maka hukum harus ditegakkan. 
 Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar 
bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi 
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terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, 
sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum 
dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman 
dalam kehidupan masyarakat. 
  Perkembangan seseorang yang menjadi korban kejahatan 
cenderung meningkat. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam 
kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara 
untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginannya. Cara seperti 
ini yang terkadang menimbulkan korban, baik perorangan maupun 
perkelompok dalam suatu masyarakat. Belum adanya perhatian dan 
pelayanan terhadap para korban kejahatan suatu masyarakat  
merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan 
pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti 
juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat 
tersebut masih belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi 
pembangunan manusia seutuhnya. 
 Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena 
tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita 
kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, 
sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah 
sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta 
mereka yang secara lagsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu 
kejahatan. 
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 Dalam rangka pelaksanaannya, diperlukan adanya dasar-dasar 
pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban kejahatan. 
Maka mutlak bagi kita untuk juga memahami dan mengembangkan 
viktimologi yang dapat memberikan dasar pemikiran untuk dapat 
memahami masalah penimbulan korban kejahatan serta 
penanggulangan permasalahannya secara rasional, bertanggung 
jawab, dan bermanfaat. Berbicara tentang korban adalah pihak yang 
mengalami kerugian baik materil maupun immateril, jasmaniah 
ataupun rohaniah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan 
seseorang terhadap orang lain demi suatu kepentingan yang 
bertentangan dengan hukum. Korban tidaklah hanya merupakan 
sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi memainkan 
peranan penting dalam mencari kebenaran materil yang dikehendaki  
hukum pidana materil. Korban juga merupakan elemen penting dalam 
berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai  saksi korban atau 
pelapor. 
 Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim = 
korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi 
antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan 
hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga 
menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok social 
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lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan 
sosial.1 
 Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relative baru 
jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan 
kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi 
tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu lain, 
dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.2 
 Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai 
dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari 
penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari 
kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang 
tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan 
adalah proses, perbuatan, atau cara menipu.3 
 Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti 
penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu 
sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah 
meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti 
apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. 
                                                          
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi diakses pada tanggal 22 februaru 2015 pukul 21.00 
wita 
2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. 
RajaGrafindo Persada., Bandung. hlm.33 
3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.952 
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 Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak 
pidana ini diatur dalam Bab XXV BUKU II dan diatur dari Pasal 378 
sampai Pasal 395. Dalam Pasal 378 yang berbunyi :4 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 
memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam 
penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
  
 Ketentuan Pasal 378, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif 
yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), 
perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi 
utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan 
memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat 
dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-
unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum. 
 Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru 
dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan 
pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan 
dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang 
berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan 
melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan 
                                                          
4 Lihat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan 
tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan 
menjadi proses penyidikan.   
Untuk membuat suatu definisi terhadap suatu gejala yang 
mengandung makna berbeda-beda tidaklah mudah. Sebab walaupun 
umumnya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya 
undian, tapi tidak berarti bahwa mereka sudah mendefinisikannya 
secara benar sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu 
sebagai pegangan ada baiknya digunakan definisi menurut Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian yang berbunyi: 5 
“ Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk 
mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta 
memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan 
kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan 
jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak 
terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”. 
Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang-
undang terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian 
murni (tidak disertai tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang 
tujuannya memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut 
diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka 
yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi 
                                                          
5 Indonesia., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian., Loc.Cit, Pasal 1 Ayat (2). 
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syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memeperoleh hadiah 
berupa uang atau benda. Kemudian mereka yang punya kesempatan 
ikut undian tersebut diundi atau dengan lain cara untuk menentukan 
siapa-siapa yang memenangkan hadiah undian tersebut. Adapun 
terhadap cara untuk memenangkan undian tersebut para peserta 
undian tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keberuntungan, 
kehadiran “Dewi Fortuna” betul-betul merupakan tumpuan harapan 
para peserta undian. 
 Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul ‘Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi 
Kasus di Kabupaten Toraja Utara).’  
 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan dalah 
sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah peranan korban terhadap kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Toraja Utara ? 
2. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh korban untuk mencegah 
terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di 
Kabupaten Toraja Utara ? 
3. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan yang 
dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Toraja Utara ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap tindak pidana 
penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Toraja 
Utara. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh korban untuk 
mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian 
berhadiah di Kabupaten Toraja Utara. 
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan yang 
dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Toraja Utara. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :  
1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
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acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam. 
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan : 
- Bagi masyarakat, untuk mencegah terjadinya kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah.  
- Bagi aparat kepolisian, untuk mengurangi jumlah terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. 
- Bagi pribadi penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Viktimologi  
1. Sejarah Perkembangan Viktimologi  
Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian 
dari kalangan ilmuan dimulai pada saat Hans Von Hentig pada tahun 
1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “Remark on the 
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interaction of perpetrator and victim.” Tujuh tahun dan terbitlah buku 
yang berjudul The Kriminal and his victim. Yang menyatakan bahwa 
korban mempunyai peranan dalam timbulnya kejahatan.6 
Pada tahun 1947 atau setahun sebelum buku Von Hentig terbit, 
Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “New bio-psycho-
sosial horizons: Victimology. “ Pada saat inilah istilah victimology 
pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjana-sarjana lain mulai 
melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan 
korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada 
tahun 1949 W.H Nagel juga melakukan pengamatan mengenai 
viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “de 
Kriminalitet van Oss, Gronigen.”, dan pada tahun 1959 P.Cornil dalam 
penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan 
perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada tahun 
1977 didirikanlah World Society of Victimology. World Society of 
Victimology (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan 
terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar  
tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres 
di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa 
prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan 
kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang 
                                                          
6 http://shecyndi.blogspot.com/2012/03/victimology.html, diakses pada tanggal 23 Februari 
2015 pkl 11.00 wita 
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dinamakan Decleration of Basic Principle of Justice for Victims of 
Crime and Abuse Power. 7 
 
2. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim = 
korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi 
antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan 
hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga 
menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial 
lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan 
social.8 
Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relative baru 
jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan 
kriminologi. Sekalipun usianya relative muda, namun peran viktimologi 
tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu lain, 
dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena social.9 
Viktimologi, menurut J.E Sahetapy adalah ilmu atau disiplin yang 
membahas permasalahan korban dalam segala aspek.10 
                                                          
7 http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/viktimologi.html, diakses pada tanggal 22 
februari 2015 pkl 20.00 wita 
8 http://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi diakses pada tanggal 22 februaru 2015 pukul 21.00 
wita 
 
9 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. 
RajaGrafindo Persada., Bandung. hlm.33 
10 J.E Sahetapy dkk, 1995, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco., Bandung, hal. 7. 
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Arif Gosita menjelaskan bahwa : Viktimologi merupakan bagian dari 
kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan 
atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain 
sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau 
kriminnogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat 
pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah 
penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian 
ekonomi dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama 
sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol social yang melembaga 
seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan Pembina 
pemasyarakatan.11 
 
3. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti : peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam system 
peradilan pidana.12 
Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh 
suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah 
                                                          
11 Arief Gosita, 1985,  Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan Akademika Presindo., 
Jakarta, hlm. 41. 
12 Suryono Ekotama,ST. Harum Pudjianto.RS., dan G.Wiratma, op.cit., hlm.174. 
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kejahatan, termasuk pola kecelakaan, dan bencana alam selain dari 
korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuassan.13 
Ruang lingkup atau objek  studi  viktimologi  dan kriminologi  dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal 
pengamatannya dalam memahami  suatu viktimisasi  kriminal,  yaitu 
viktimologi  dari sudut pihak  korban sedangkan kriminologi  dari sudut  
pihak  pelaku.  Masing- masing merupakan komponen-komponen 
suatu interaksi  (mutlak)  yang hasil interaksinya adalah suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalitas.14 
Mengingat  pentingnya viktimologi  dalam mengusahakan keadilan 
dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka 
adalah benar  apabila kita bersama,  mengusahakan pengembangan 
viktimologi. Tujuannya untuk  memberikan landasan dalam bersikap 
kehidupan dengan beragam cara,  dan mengusahakan pelayanan 
perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang terlibat dalam 
berbagai viktimisasi. 
 
4. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan 
dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang 
                                                          
13 J.E. Sahetapy, dkk, 1995 , Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco., Bandung, hlm. 176. 
14 Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak,PT.Bhuana Populer., Jakarta, hlm. 39 
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sifatnya paktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk 
dipelajari dan dikembangkan. 15Hal yang sama akan dirasakan pula 
pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, 
diharapkan akan banyak manfaat diperoleh. 
Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan 
mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :16 
a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban,  apa artinya viktimisasi  dan proses 
viktimisasi  bagi  mereka yang terlibat  dalam  proses viktimisasi. 
Akibat  pemahaman itu,  akan diciptakan pengertian-pengertian, 
etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha 
yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi  permasalahan viktimisasi  kriminal  di  berbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan. 
b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat  tindakan manusia  yang menimbulkan 
penderitaan fisik,  mental,  dan sosial.  Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung korban,  tetapi  hanya untuk  memberikan beberapa 
penjelasan mengenai  kedudukan dan peran  korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini 
sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai 
macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
                                                          
15 Abdussalam. 2010. Victimology. Jakarta: PTIK 
16 Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, PT.Bhuana Populer., Jakarta, hlm. 41-43. 
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kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung 
dalam eksistensi suatu viktisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak  dan kewajiban untuk  mengetahui  mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat  penyuapan oleh suatu korporasi  internasional,  akibat 
sosial  pada setiap orang akibat  polusi industri,  terjadinya 
viktimisasi  ekonomi,  politik,  dan sosial  setiap kali seorang 
pejabat  menyalahgunakan jabatan dalam  pemerintahan untuk 
keuntungan sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan criminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
B. Korban  
1. Pengertian Korban 
Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau 
orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, 
masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, 
korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti 
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tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya 
kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam 
pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak 
termasuk didalamnya.17 
Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban (victim) adalah : 
Orang-orang yang baik  secara  individual  maupun kolektif telah 
menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional,  
ekonomi,  gangguan substansial terhadap hak-haknya yang 
fundamental, melalui  perbuatan atau omisi yang melanggar hukum 
pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan 
kekuasaan.18 
Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita 
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.19 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan 
atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderita bagi diri atau 
kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga 
                                                          
17 Widiartana, G. 2009. Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. 
Yogyakarta:Atmajaya. 
18 Muladi, “ HAM dalam Perseptif Sistem Peradilan Pidana, “ op.cit., hlm. 108. 
19 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, op.cit., hlm. 63. 
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dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang 
mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. 
 
2. Tipologi korban 
Berdasarkan tingkat kesalahan korban Mendelsohn membuat suatu 
tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 tipe, tipologi yang 
dimaksud adalah sebagai berikut ; 
a. The “completely innocent victim”. Korban yang sama sekali tidak 
 bersalah oleh Mendeson dianggap sebagai korban “ideal” yang 
cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak 
menyadari ketika ia menjadi korban 
b. The “victim whit minor guilty” and victim due to his ignorance”. 
Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan 
kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda 
tetapi salah alamat, sebagai akibat malah dia menjadi korban 
c. The “victim as guilty as offender” and “ voluntary victim”.Korban 
sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh 
Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut; 
1)  Bunuh diri “dengan melemparkan uang logam”; 
2)  Bunuh diri dengan adhesi; 
3)  Euthanasia; 
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4)  Bunuh diri yang dilakukan suami isteri (misalnya pasangan 
suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangan 
sakit) 
d. The “victim more guilty than the offender”. Dalam hal korban 
kesalahannya lebih besar daripada pelaku ini ada dua tipe yakni: 
 1. Korban yang memancing dan atau menggoda seeorang untuk 
  berbuat jahat 
 2. Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan 
  kejahatan 
e. The “most guilty victim” and the “ victim as is gultu alone”.Korban 
yang sangat salah dan korban yang salah sendirian misalnya 
terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu 
melakukan kejahatan namun akirnya justru ia sendiri yang 
menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat 
pembelaan diri dari orang lain yang diserang) 
f.  The “simulating victim” and the “imagine as victim”. Korban pura- 
pura dan korban imajin asi oleh Mandesohn dicontohkan pada 
mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan 
tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun.20 
 
C. Hubungan Korban dengan Peradilan Pidana 
1. Sebagai Korban 
                                                          
20 http://belajarilmuhukumoch.blogspot.com/2014/01/makalah-viktimologi-tentang-
peranan_12.html 
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Korban bukan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan 
pidana. Kenyataannya perhatian terhadap korban sebelum era 
reformasi sangat kecil (minimal). Sesudah reformasi bermunculan 
perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan perlindungan 
korban. 
Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme 
sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan 
implementasinya. Untuk mewujudkan secara proporsional, 
professional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak berikut. 
a. Korban  
Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-
haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. 
Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak 
diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
sosialisai oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban 
sendiri. 
b. LPSK 
Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang 
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada 
dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
c. Penegak Hukum 
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Penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, 
Hakim, dan Pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak 
dan perlindungan korban dan/atau saksi. 
 
 
 
d. Masyarakat  
Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran 
yang tidak kecil, Antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak 
dan perlindungan korban dan/atau saksi. 
 
2. Korban Sebagai Saksi 
Korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi 
dipengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang 
memberatkan ( a charge), yang menguatkan tuntutan dan putusan 
pengadilan. Adapun sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah : 
“Orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan ia alami sendiri.” 
 
Tentu saja saksi ini perlu memberikan kesaksian atau sebagai 
keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti 
(sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP). Mengenai disebut 
keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
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yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
 
D. Kejahatan 
 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
 menilai  perbuatan-perbuatan tertentu,  sebagai  perbuatan jahat. 
Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. 
Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki 
pengertian yang relative, yaitu tergantung pada manusia yang 
memberikan penilaian itu. 
Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan 
suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh 
masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. 
Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan 
yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Misalnya penipuan adalah perbuatan yang 
memenuhi perumusan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk 
tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya 
semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang, harus 
disingkiri. Barang siapa melanggarnya, dikenai pidana. Maka larangan-
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larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh 
setiap warga Negara itu tercantum pada undang-undang dan 
peraturan-peraturan pemerintah, baik dipusat maupun pemerintah 
daerah. 
Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, 
perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial 
psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma 
susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang 
telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum 
dalam undang-undang pidana). 
Menurut A.S. Alam penangulangan kejahatan terdiri atas tiga 
bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / 
kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka 
tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat 
menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
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2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam  tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. 
3. Represif 
 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement)  dengan menjatuhkan hukuman. 
Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu 
banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan 
masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan 
tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, 
demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka warga 
masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-
lembaga yang resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain termasuk wajib 
menanggulani kegiatan sejauh mungkin.21 
 Menurut A. S. Alam untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai 
kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus 
dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah : 22 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian; 
                                                          
21 Waluyo, Bambang. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika 
22 Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi., Makassar, hlm. 18-19. 
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2. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHPidana; 
3. Harus ada perbuatan; 
4. Harus ada maksud jahat; 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam 
KUHPidana dengan perbuatan; 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.  
 
E. Tindak Pidana Penipuan  
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau 
perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. 
Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang 
lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan 
hukuman pidana. 
Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan 
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong 
atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari 
keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik 
berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak. 
Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan 
kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum 
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dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan 
terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-
masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk 
khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama 
bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang 
mengatur sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 
memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
 
Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah 
menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi 
sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan 
kenyataannya, kerena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang 
menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan 
nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, 
begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin 
akan perkataannya. 
Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 
yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan 
tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat 
kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku 
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penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku 
penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 
 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan 
Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP 
terbagi atas : 
1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 
KUHP. 
2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari : 
a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP. 
b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 
KUHP. 
c. Penipuan terhadap penjualan salinan konosemen diatur 
dalam Pasal 383 bis KUHP. 
3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain 
dalam Pasal 383 bis KUHP. 
4. Penipuan terhadap perasurasian yang diatur dalam Pasal 381 
dan 382 KUHP. 
5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP. 
6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 
KUHP. 
7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang 
terdapat dalam Pasal 388 KUHP. 
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8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 
KUHP. 
9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP. 
10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP. 
11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 
392 KUHP. 
12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas 
barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP. 
13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 
bis KUHP. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
 Dalam pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang 
rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai 
berikut: 
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak , baik 
dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan 
tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang , 
dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-
lamanya empat tahun. 
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Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP 
tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 23 
a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari : 
1. Menggerakkan, 
2. Orang lain, 
3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda, 
4. Untuk memberi hutang 
5. Untuk menghapus piutang, 
6. Dengan menggunakan daya upaya seperti : 
a. Memakai nama palsu, 
b. Martabat palsu, 
c. Dengan tipu muslihat, dan 
d. Rangkaian kebohongan. 
b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari : 
1. Dengan maksud, 
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan 
3. Secara melawan hukum. 
1. Unsur menggerakkan orang lain. 
Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 
378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan 
orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik 
                                                          
23 Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 72 
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berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang 
bersifat menipu.  
Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan 
mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. 
Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan 
menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan 
terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara 
melakukannya.24 
Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur 
menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam 
Pasal 55 KUHP “ menggerakkan orang lain ” dengan menggunakan 
upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau 
keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 
KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. 
Perbuatan menggerakkan dalam konteks pasl 378 KUHP ialah 
dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-
perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. 
2. Unsur menyerahkan suatu benda. 
Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan 
menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan diri 
                                                          
24 www.hukumonline.com diakses pada tanggal 21 Februari 2015 pada pukul 10.00 wita. 
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sendiri si korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini 
penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang 
suruhan dari pelaku.  
Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti 
unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari 
adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara 
perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi 
korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus 
ada hubungan kausal. 
Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama 
dengan benda dalam pencurian dan penggelapan. 
3. Unsur memakai nama palsu. 
 Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang 
menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-
hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si 
pelaku. 
 
4. Unsur memakai martabat palsu. 
 Maratabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan 
dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang 
mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan 
kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan 
hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga 
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termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau 
seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan 
harta warisan. 
5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. 
Kedua cara menggerkkan orang lain ini sama-sama bersifat 
menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat 
menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu 
seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara 
keduanya, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan 
pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. 
 Tipu muslihat adalah rangkaian suatu perbuatan yang 
sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan 
atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan 
itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud 
dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta 
atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang 
memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah 
benar. 
 
F.  Undian  
1. Pengertian Undian 
Untuk membuat suatu definisi terhadap suatu gejala yang 
mengandung makna berbeda-beda tidaklah mudah. Sebab walaupun 
32 
umumnya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya 
undian, tapi tidak berarti bahwa mereka sudah mendefinisikannya 
secara benar sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu 
sebagai pegangan ada baiknya digunakan definisi menurut Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian yang berbunyi: 25 
“ Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka 
yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta 
memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan 
kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan 
undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak 
dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”. 
Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang-
undang terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian 
murni (tidak disertai tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang 
tujuannya memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut 
diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka 
yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi 
syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memeperoleh hadiah 
berupa uang atau benda. Kemudian mereka yang punya kesempatan 
ikut undian tersebut diundi atau dengan lain cara untuk menentukan 
siapa-siapa yang memenangkan hadiah undian tersebut. Adapun 
terhadap cara untuk memenangkan undian tersebut para peserta 
                                                          
25 Indonesia., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian., Loc.Cit, Pasal 1 Ayat (2). 
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undian tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keberuntungan, 
kehadiran “Dewi Fortuna” betul-betul merupakan tumpuan harapan 
para peserta undian. 
 
2.  Jenis-Jenis Undian 
Undian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 26 
1. Undian Tanpa Syarat 
Bentuk dan contohnya : Di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, 
pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, 
kadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus  
membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan 
undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. 
 
2. Undian Dengan Syarat Membeli Barang 
Bentuknya : Undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang 
membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian 
tersebut. Contohnya : Pada sebagian supermarket telah diletakkan 
berbagai hadiah seperti kulkas, radio dan lain-lainnya. Siapa yang 
membeli barang tertentu atau telah mencapai jumlah tertentu dalam 
pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian. 
Contoh lain :  sebagian perusahaan telah menyiapkan hadiah-hadiah 
yang menarik seperti Mobil, HP, Tiket, Biaya Ibadah Haji dan selainnya 
                                                          
26 (http://www.al-munir.com/artikel-148-hukum-undian-berhadiah) 
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bagi siapa yang membeli darinya suatu produk yang terdapat 
kupon/kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu dimasukkan 
kedalam kotak-kotak  yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut  
di berbagai cabang atau relasinya. undian jenis ini tidak lepas dua dari 
dua keadaan : 
a. Harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian 
berhadiah tersebut. 
b. Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. 
Perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan 
produknya. 
3. Undian dengan mengeluarkan biaya. 
Bentuknya: Undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar 
biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa 
mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya. Contohnya: 
Mengirim kupon atau kartu undian ketempat pengundian dengan 
menggunakan perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko 
mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonya. Contoh Lain 
adalah Ikut  undian dengan mengirim SMS kelayanan telekomunikasi 
tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga yang telah 
ditentukan. Atau biasanya pada sebagian tutup minuman tertera nomor 
yang bisa dikirim ke layanan tertentu dengan menggunakan SMS 
kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan, 
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apakah biaya  SMS -nya dengan harga biasa maupun tertentu (dikenal 
dengan pulsa  premium ). 
 
3. Karakteristik Peraturan Hukum Tentang Undian 
Dari segi normatif, undian adalah perilaku hukum yang timbul 
karena adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat di 
dalamnya dan atau karena undang-undang yang memberikan izin 
untuk diadakannya undian tersebut. Dalam perkembangannya praktek 
undian semakin bergeser pada urusan hukum publik. Hukum 
Administrasi Negara dalam rangka mengatur tertib administrasi 
pelaksanaan kewenangan publik untuk masalah perizinan, pungutan 
pajak, dan penegakan hukum untuk tertibnya proses penyelenggaraan 
undian oleh instansi terkait. Terlebih lagi dengan banyaknya praktik 
undian yang disertai perbuatan kriminal dalam rangka perlindungan 
warga masyarakat dari kemungkinan menjadi korban prilaku penipuan. 
Sebagai solusinya diperlukan aturan hukum pidana untuk penerapan 
sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penipuan 
dengan modus undian. 
Dengan landasan hukum yang berunsur hukum perdata, hukum 
administrasi negara, dan hukum pidana tersebut, diharapkan hukum 
dapat berfungsi untuk mengatasi kelemahan undang-undang serta 
dampak dari undian yang dapat merugikan masyarakat. 
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Mengingat bahwa asal terjadinya hubungan hukum antara 
pengelenggara dan peserta undian adalah hukum privat, maka aspek 
keperdataan akan tampil untuk penyelesain konflik kepentingan, 
terutama apa bila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan oleh 
pihak lan (wan prestasi) pihak yang dirugikan dapat ganti yang sesuai 
dengan kerugian yang dideritanya. Dari segi hukum administrasi 
negara dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan maka terhadap 
pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa sangsi administrasi, mulai 
dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha. Dari 
segi pidana, maka untuk siapa saja yang melakukan perbuatan 
kriminal sehubungan dengan praktik undian maka terhadap nya dapat 
dikenakan sanksi pidana setimpal perbuatannya. 
Merapatnya aspek hukum privat pada hukum publik (public cierrum 
das privat rechts) dalam hal pengaturan hukum tentang undian ini 
adalah wajar mengingat aturan hukum undian ini telah masuk hukum 
bisnis yang secara karakteristik di dalamnya terkandung aspek-aspek 
hukum perdata (privat) sekaligus juga aspek hukum publik Untuk 
konsistensi dalam pelaksanaannya, terhadap sipelanggar dapat 
dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, dapat dikenakan sanksi 
administrasi Negara berupa pencabutan izin usaha, dan dapat 
dikenakan pidana bila dalam melakukan undian tersebut ada unsur 
kriminalitasnya. 
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Dengan fakta hukum yang menunjukkan diperlukannya norma 
hukum yang meliputi aspek keperdataan, dan kepidanaan, maka 
undang-undang yang mengatur undian sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, hendaknya perlu 
dilengkapi dengan norma-norma hukum dari segi keperdataan, segi 
administrasi, dan segi pemidanaannya, agar undang-undang tentang 
undian tersebut punya kemampuan untuk mengatasi segala masalah 
yang dihadapi untuk berfungsinya hukum dalam mengatasi 
permasalahan undian. 
 Lembaga pemerintah yang kewenangannya terkait dengan urusan 
undian adalah: Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, dan Polri (untuk terkait unsur penipuan). Sedangkan 
lembaga non pemerintah adalah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia 
(untuk mengendalikan undian lewat media penyiaran), Majelis Ulama 
Indonesia (untuk mengetahui dari sisi agama atau unsur judi), juga 
Y.L.K.I (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Mereka yang ada di 
dalamnya harus sama-sama memikirkan dan berpaya untuk 
kontribusinya bagi terbentuknya undang-undang yang mengatur 
undian yang secara konprehensif menjangkau segala permasalahan 
penyelenggaraan undian dalam memenuhi keperluan sosial. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Tana Toraja, tepatnya didalam wilayah 
hukum Polres Tana Toraja. Lokasi ini sengaja ditetapkan oleh penulis 
dengan pertimbangan bahwa telah  terjadi beberapa kasus penipuan 
dengan modus undian berhadiah yang dialami masyarakat di wilayah 
hukum Polres Tana Toraja sesuai dengan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
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1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian : 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan metode 
Penelitian Lapangan (Field Research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai 
literature yang ada yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas. 
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan 
permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang 
diperlukan. 
 
2. Metode Pengumpulan Data : 
40 
a. Wawancara (interview), yakni teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 
yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. 
b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis 
mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-
arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di wilayah 
hukum polres Tana Toraja. 
 
D. Metode Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk 
menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai hal-hal yang 
akan dikemukakan dalam pembahasan, terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan data mengenai kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah yang diperoleh dari instansi yang erat kaitannya 
dengan korban kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah 
di Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut : 
1. Data dari Kepolisian Resort Tana Toraja 
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Tana 
Toraja, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah kejahatan penipuan 
yang dilaporkan dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Tana Toraja 
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untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah 
sebanyak 54 kasus. 
Secara keseluruhan jumlah korban tindak pidana penipuan yang 
terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Tana Toraja dalam kurun 
waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015  dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
 
 
 
Tabel 1 : Jumlah dari keseluruhan korban kejahatan penipuan   
tahun (2014-2015). 
 
No. Tahun Jumlah Korban 
1. 2014 47 
2. 2015 7 
 Total Jumlah 54 
Sumber Data : Kepolisian Resort Tana Toraja   
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan penipuan 
tiap-tiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2014 sebanyak 
47 kasus, tahun 2015 sebanyak 7 kasus. Dari data diatas dapat kita 
lihat kejahatan penipuan paling banyak terjadi ditahun 2014 
berdasarkan data-data yang diambil penulis dari Kepolisian Resort 
Tana Toraja. 
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2. Data dari Kepolisian Sektor Rantepao 
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Sektor 
Rantepao, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah yang dilaporkan dalam 
wilayah hukum Kepolisian Sektor Rantepao untuk periode tahun 2011 
sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 22 kasus. 
Secara keseluruhan jumlah korban tindak pidana penipuan dengan 
modus undian berhadiah yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian 
Sektor Rantepao dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2015  dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 2 : Jumlah dari keseluruhan korban kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah tahun (2011-2015). 
 
No. Tahun Jumlah Korban 
1. 2011 7 
2. 2012 3 
3. 2013 3 
4. 2014 5 
5. 2015 4 
 Total Jumlah 22 
Sumber Data : Kepolisian Sektor Rantepao   
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah tiap-tiap tahunnya juga mengalami 
perubahan, pada tahun 2011 sebanyak 7 kasus, tahun 2012 sebanyak 
3 kasus, tahun 2013 sebanyak 3 kasus, tahun 2014 sebanyak 5 kasus, 
tahun 2015 sebanyak 4 kasus. 
Setelah penulis menguraikan data-data mengenai kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah yang diperoleh dari instansi 
yang erat kaitannya dengan korban kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah, maka berikut penulis akan menguraikan 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas 
dalam pembahasan sebagai berikut. 
 
A. Peranan Korban Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus 
Undian Berhadiah 
Pihak korban mempunyai peranan yang fungsional dalam 
pembuatan dirinya sebagai korban. Situasi dan kondisi pihak korban 
dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan 
terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan 
suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi 
atau kondisi yang pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak 
lain untuk melakukan suatu kejahatan karena kerapkali antara pihak 
pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. 
Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan 
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fisik, dan cacat mental pihak korban, yaitu mereka yang berusia tua 
atau kanak-kanak, serta pria atau wanita dan lain-lainnya yang dapat 
dimanfaatkan karena ketidak berdayaan yang ada pada mereka. Juga 
berkaitan dengan situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang 
tidak berpendidikan, bodoh, tidak memiliki pekerjaan atau pun mereka 
hanya ingin memiliki keuntungan yang lebih. 
Dengan kata lain  tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. 
Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama 
yang memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan 
dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan 
hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang 
dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang 
tidak adil dan merugikan pihak korban.  
Waspada sms atau telpon modus berhadiah. Penipuan melalui sms 
atau telepon belakangan ini sudah marak terjadi. Banyak orang yang 
tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk melakukan 
penipuan pada target yang dituju dengan mengatasnamakan 
perusahaan besar seperti Indosat, Telkomsel, Xl, dan perusahaan 
besar lainnya. Pada ujungnya diminta untuk mengeluarkan uang untuk 
persyaratan pengambilan hadiah, bagi sebagian orang yang masih 
awam dengan hal tersebut pasti dilakukan karena berkeinginan besar 
mendapatkan hadiah yang sangat mengoda dengan banyak keinginan 
menjadikan hilang kendali. 
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Berikut penulis uraikan salah satu kasus kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah yang dialami oleh Marta Patiung 
berusia 35 tahun (wawancara pada 25 Mei 2015), korban mengatakan 
saat sedang duduk-duduk dirumah tiba-tiba mendapat telpon dari 
nomor baru yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa korban 
mendapat undian berhadiah sebesar Rp. 20.000.000 dari pihak 
operator XL karena telah melakukan pengisian paket data internet, 
tetapi dengan syarat korban harus mentransfer uang muka sebesar 
Rp. 1.000.000  kerekening penelpon dan setelah ditransfer uang muka, 
maka korban berhak akan mendapat undian berhadiah tersebut. 
Korban lanjut mengatakan karena tergiur akan undian berhadiah 
tersebut maka dia segera melakukan transfer uang muka terlebih 
dahulu. Setelah mentransfer uang muka tersebut korban kembali 
menelpon dan mengatakan telah mentransfer, penelpon pun 
mengatakan akan mencairkan dana tersebut dalam beberapa hari dan 
menyuruh korban untuk bersabar. Setelah beberapa hari korban pun 
kembali menelpon nomor tersebut dan ternyata sudah tidak aktif. 
korban pun konfirmasi pada operator XL, setelah dijelaskan ternyata 
korban baru menyadari kalau dia telah mengalami penipuan dengan 
modus undian berhadiah tersebut dan langsung melaporkan kasus 
tersebut kepada pihak kepolisian. 
Penipuan dengan modus undian berhadiah ini memang sering 
terjadi dimasyarakat, bahkan pelaku sempat benar-benar mengirim 
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hadiah agar korban percaya. Peristiwa itu menimpa Yulia seorang ibu 
rumah tangga berusia 41 tahun (wawancara pada 27 mei 2015). Saat 
itu ia mendapatkan SMS dari nomor asing berbunyi, "plgn yth, 
SELAMAT! No.Hp anda Resmi m'dapatkan Rp. 30.000.000 dari 
GEBYAR POIN plus-plus Edisi 2015, PIN Anda:z25L47. U/info HUB: 
021-96852474 www.infopointh2015.com". 
Korban awalnya sudah curiga dengan sms tersebut, namun ketika 
sudah mengirimkan nomor rekening seperti yang diminta pelaku, ia 
mengecek rekeningnya dan ternyata saldo yang tadinya 
Rp.10.000.000 sudah bertambah menjadi Rp.15.000.000. 
"Saya mengecek di ATM, ternyata saldo direkening saya 
bertambah Rp 5.000.000," kata Yulia. Saking senangnya, korban tidak 
sadar sudah masuk ke dalam perangkap pelaku dan menuruti pria 
yang meneleponnya yang mengaku dari perusahaan operator telepon 
seluler tersebut. Pelaku mengatakan hadiah sebenarnya 
Rp.30.000.000 sehingga sisanya yaitu Rp 25.000.000 harus dibantu 
oleh pemenang dengan menekan tombol-tombol tertentu di mesin ATM 
sesuai arahan. Korban pun segera ke ATM terdekat dari rumahnya 
sambil berbicara dengan sipelaku.  
Namun harapan Yulia mendapatkan hadiah berlimpah kandas 
seketika karena ternyata saldo tabungannya malah habis semua 
terkuras dari ATM setelah mengikuti arahan dari sipelaku yang 
memintanya memasukkan juga nomor pin ATM nya. Korban mencoba 
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menelpon kembali nomor tersebut namun nomor tersebut sudah tidak 
aktif, korban pun mengambil langkah untuk melaporkan penipuan 
tersebut ke pihak berwajib. 
 
B. Upaya Korban Dalam Mencegah Kejahatan Penipuan Dengan 
Modus Undian Berhadiah 
Dalam pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya 
dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut: 
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak , baik 
dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan 
tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang , 
dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-
lamanya empat tahun. 
 
Unsur menggerakkan orang lain merupakan unsur utama dalam 
kejahatan penipuan, berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain 
dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian 
menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-
tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-
perkataan yang bersifat menipu.  
Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan 
mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek 
yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan 
menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan 
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terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara 
melakukannya.27 
Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur 
menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam 
Pasal 55 KUHP “ menggerakkan orang lain ” dengan menggunakan 
upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau 
keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 
KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan 
menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan 
menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun 
perkataan-perkataan yang bersifat menipu. 
Berikut penulis uraikan lagi salah satu kasus kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah yang dialami oleh Simon Petra 
berusia 43 tahun (wawancara pada 03 juni 2015), korban mengatakan 
mendapat sms dari nomor baru yang tidak dikenal. Isi dari sms itu 
mengatakan kami dari bank BRI menyampaikan bahwa anda terpilih 
mendapat undian hadiah dari bank Bri cek Rp. 25.000.000 kode triple 
cek anda (02599875) klikwebsite: www.rejekibri2014.co.vu. Korban  
mengatakan agak percaya dengan isi dari sms itu karena dia memang 
telah lama menabung dibank BRI tersebut. Korban pun mengecek 
                                                          
27 www.hukumonline.com diakses pada tanggal 21 Februari 2015 pada pukul 10.00 wita. 
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website yang telah diberikan tersebut dan langsung percaya karena 
tampilan website tersebut sangat mendukung dengan hasil undian 
tersebut. Korban  pun langsung menelpon nomor tersebut dan disuruh 
untuk mentransfer uang sebagai pajak dari hadiah tersebut. Korban 
mentransfer melalu sms banking kepada rekening milik penelpon tadi 
sebesar Rp. 2.000.000 dan dikatakan dari penelpon besok dana dari 
undian hadiah bapak akan mencair. Tetapi ternyata dana tersebut 
tidak cair, korban pun menyadari kalau dia telah mengalami penipuan 
undian berhadiah dan melapornya kepada pihak kepolisian. 
Hal yang sama juga terjadi pada Rita berusia 38 tahun (wawancara 
pada 03 juni 2015), korban mengatakan mendapatkan sms yang berisi 
undian berhadiah dari bank BRI. Korban bertambah yakin karena telah 
menabung dibank BRI juga didukung dengan tampilan website yang 
diberikan. Korban dijanjikan hadiah sebesar Rp.15.000.000 dengan 
syarat korban harus mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000 sebagai 
pajak dari undian berhadiah tersebut. Setelah korban mentransfer 
uang sebagai pajak tersebut ternyata korban tidak mendapatkan apa-
apa setelah beberapa hari. 
Penipuan dengan modus undian berhadiah ini memang sering 
terjadi di masyarakat baik melalui sms atau telpon. Pelaku kejahatan 
ini memang pintar dalam menipu korban, seperti yang dialami oleh 
Evelen berusia 28 tahun (wawancara pada 09 juni 2015). Korban 
mengatakan dia hanya tamat dibangku smp. Korban lanjut 
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mengatakan mendapat telepon dari nomor yang tidak diketahui dan 
mengatakan bahwa korban telah mendapat undian hadiah dari PT.M-
KIOS karena telah beberapa kali melakukan pengisian pulsa. Korban 
dijanjikan akan diberikan hadiah sebesar Rp. 5.000.000 tetapi dengan 
syarat mentransfer pulsa Rp. 100.000 kepada nomor penelpon 
tersebut dan hadiahnya akan ditransfer ke rekening korban, ia pun 
tanpa berpikir panjang segera mengirim pulsa kepada nomor tadi. 
Setelah mentransfer pulsa tersebut korban menelpon ulang dan 
diangkat oleh orang berbeda yang mengatakan bahwa korban salah 
sambung nomor. Dari situlah korban telah menyadari bahwa ia telah 
ditipu dengan iming-iming undian berhadiah tersebut, korban lanjut 
mengatakan malu dan enggan melaporkan kepada pihak kepolisian 
setempat, karena tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. 
Hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat 
menyimpulkan upaya korban dalam mencegah kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah dapat dilakukan dengan beberapa  
cara seperti : 
1. Waspada terhadap segala bentuk penipuan dengan modus 
undian berhadiah, berupa kupon palsu dalam produk, SMS, 
ataupun melalui telepon.  
2. Apabila anda diminta untuk transfer uang kerekening atas nama 
pribadi, abaikan saja. Jangan mentransfer uang. 
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3. Apabila anda diminta untuk menghubungi nomor telepon, dan 
nomor tersebut adalah nomor HP, abaikan saja karena itu suatu 
penipuan. 
4. Periksalah keaslian kupon, surat, pemberitahuan dengan 
menghubungi telepon resmi (biasanya tercantum dalam kemasn 
produk. Atau hubungi 108 untuk mengetahui nomor telepon 
resmi produsen. 
5. Segera melapor dan menanyakan kepada kepolisian setempat 
apabila mendapat telpon, sms, maupun kupon dalam suatu 
produk mengenai undian berhadiah tersebut. 
 
C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang Dilakukan oleh 
Aparat Kepolisian dalam Menangani Kejahatan Penipuan Dengan 
Modus Undian Berhadiah 
Kejahatan (tindak pidana) adalah suatu gejala sosial yang 
senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia sampai saat ini. 
Kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan modus undian 
berhadiah sudah beberapa yang telah menjadi korban, baik itu anak-
anak, remaja, maupun orang tua. Penipuan dengan modus undian 
berhadiah ini biasa dilakukan melalui sms, telpon maupun brosur. 
Kebanyakan yang terjadi dimasyarakat khususnya di Toraja Utara 
pihak korban maupun pihak pelaku tidak terdapat hubungan sama 
sekali.  
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Unsur menggerakkan orang lain merupakan unsur utama dalam 
kejahatan penipuan, berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain 
dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian 
menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-
tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-
perkataan yang bersifat menipu.  
Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan 
yang cukup efektif.  Iptu Martinus Pararuk (wawancara pada 08 juni 
2015) menyatakan bahwa ada dua bentuk penanggulangan yang 
dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah di Toraja Utara yaitu upaya preventif  dan 
upaya represif. Selanjutnya penulis akan mengurai lebih lanjut 
mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut. 
1. Upaya preventif 
 Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan 
pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah 
satuan kepolisian Sektor Rantepao guna meminimalisir terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Toraja Utara.  
 Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian Sektor 
Rantepao guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan modus 
kupon undian berhadiah antara lain: 
 
54 
a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah adalah dengan 
melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. 
Dalam kegiatan penyuluhan ini dihadirkan pemateri dari dinas 
kementerian sosial (kemensos) dan dari kepolisian. Hal ini karena 
suatu undian berhadiah harus memiliki izin dari kementerian sosial.  
Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana agar  
dapat terhindar  dan tidak menjadi salah satu korban kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah. 
 
b. Memberikan himbauan melalui media 
Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah 
terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. 
Himbauan tersebut dapat berupa melalui media cetak, bungkusan 
produk, radio, maupun media televisi. Upaya ini dapat memberitahu 
warga agar lebih berhati-hati terhadap undian berhadiah. Upaya ini 
juga dikatakan sangat efektif guna mencegah terjadinya penipuan 
dengan modus undian berhadiah tersebut. 
Dari  pernyataan di  atas,  dapat  juga disimpulkan bahwa aparat 
penegak  hukum juga tidak  henti-hentinya melakukan tindakan 
pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah tersebut,  baik  dengan mengadakan 
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penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa 
himbauan melalui  media  seperti media cetak, bungkusan produk, 
radio, maupun media televisi. Dengan demikian, pihak aparat penegak 
hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka dari 
pihak penegak  hukum juga menjadi  faktor penentu dalam terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah,  bila penegak  
hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka 
kejahatan,  khususnya penipuan dengan modus undian berhadiah 
dapat  ditekan ke angka yang paling rendah. 
 
2. Upaya represif 
Upaya ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah yang telah terjadi  atau telah terdapat 
korban dalam kejahatan ini dan tindakannya berupa penegakan 
hukum. 
Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah 
dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban 
kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah,  berusaha untuk 
memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku 
akan melalui tahap-tahap pemeriksaan di kantor  polisi selanjutnya 
akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rantepao untuk selanjutnya 
dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menguraikan tentang terjadinya kejahatan 
penipuan dengan modus undian berhadiah di Kabupaten Toraja Utara 
dan membahas mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan 
penipuan dengan modus  undian berhadiah di Kabupaten Toraja Utara 
beserta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Peranan korban terhadap kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : 
1. Faktor ekonomi 
2. Faktor rendahnya pendidikan  
3. Faktor perilaku konsumtif 
2. Upaya korban dalam mencegah kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah adalah sebagai berikut : 
1. Waspada terhadap segala bentuk penipuan dengan modus 
undian berhadiah, berupa kupon palsu dalam produk, SMS, 
ataupun melalui telepon.  
2. Apabila anda diminta untuk transfer uang kerekening atas 
nama pribadi, abaikan saja. Jangan mentransfer uang. 
3. Apabila anda diminta untuk menghubungi nomor telepon, 
dan nomor tersebut adalah nomor HP, abaikan saja karena 
itu suatu penipuan. 
4. Periksalah keaslian kupon, surat, pemberitahuan dengan 
menghubungi telepon resmi (biasanya tercantum dalam 
kemasn produk. Atau hubungi 108 untuk mengetahui nomor 
telepon resmi produsen. 
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5. Segera melapor dan menanyakan kepada kepolisian 
setempat apabila mendapat telpon, sms, maupun kupon 
dalam suatu produk mengenai undian berhadiah tersebut. 
3. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat 
kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah adalah sebagai berikut : 
1. Upaya preventif, yaitu dengan melakukan penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan himbauan 
melalui media mengenai kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah.  
2. Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan berupa 
penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan penipuan 
dengan modus undian berhadiah sehingga secara  tidak  
langsung merupakan bentuk perhatian kepada korban. 
4. Meskipun modus penipuan undian berhadiah tersebut di atas 
sudah sering diberitakan dimedia massa, baik media cetak 
maupun media elektronik. Namun kenyataannya, masih banyak 
orang yang kena tipu dengan modus yang disebutkan diatas. 
Oleh karena itu berhati-hatilah. Penipu juga akan selalu 
mengupdate modus-modus penipuannya. 
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B. Saran  
1. Bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan 
adanya segala jenis undian berhadiah yang bisa jadi merupakan 
suatu tindak kejahatan penipuan. 
2. Bagi seluruh warga masyarakat diharapkan segera melapor 
kepada pihak kepolisian apabila telah menjadi korban penipuan 
dengan modus undian berhadiah. 
3. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan kepada 
seluruh warga masyarakat melalui media, baik media cetak atau 
media elektronik mengenai kejahatan penipuan dengan modus 
undian berhadiah juga penyuluhan hukum kepada seluruh 
warga masyarakat mengenai kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah tersebut. 
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